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ABSTRACT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode
etik oleh penyelenggara Pemilu.  Pasal  111  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang penyelenggara  Pemilu 
menyebutkan  bahwa,  DKPP  bertugas  dalam  menerima pengaduan  dan/atau  laporan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik 
oleh Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas  pengaduan  dan/atau  laporan  dugaan 
adanya  pelanggaran  kode  etik  oleh Penyelenggara  Pemilu,  menetapkan  putusan, dan menyampaikan  putusan  kepada
pihak-pihak  terkait  untuk  ditindaklanjuti.  Namun  dalam  praktiknya  banyak perkara dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu telah dilaporkan kepada DKPP, akan tetapi tidak semua laporan tersebut diproses atau
disidangkan oleh DKPP. Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP 
dalam menyelesaikan kasus  pelanggaran kode etik penyelengara  Pemilu,  kendala  yang  dihadapi  DKPP  dalam  menyelesaikan 
kasus pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  dan  upaya  yang  ditempuh  oleh DKPP dalam menghadapi kendala
dimaksud.  Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data  lapangan  dan  data  kepustakaan.  Data 
lapangan  diperoleh  dengan  cara mewawancarai  responden  dan  informan,  sedangkan  data  kepustakaan  diperoleh dengan 
mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  buku  teks,  jurnal,  tulisan ilmiah,  dan  literatur-literatur  yang  berhubungan 
dengan  masalah  yang  dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan
wewenang  DKPP  belum  terlaksana  sebagaimana  diharapkan  oleh  peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi
DKPP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya  yaitu  kurangnya  pemahaman  masyarakat  atau  pihak pelapor/pengadu 
tentang  DKPP  dan  Tim  Pemeriksa  Daerah  (TPD)  di  Provinsi Aceh,  masyarakat  atau  pihak  pelapor/pengadu  masih  belum 
mengerti  tata  cara beracara  di  DKPP  dan  tidak  cukupnya  alat  bukti.  Upaya  yang  dilakukan  adalah mensosialisasikan  tugas, 
wewenang,  keberadaan  DKPP  dan  TPD-nya,  tata  cara beracara serta mengenai alat bukti/kesaksian. Disarankan  kepada  DKPP 
agar  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangannya  benar-benar  berpegang  pada  peraturan  perundangan-undangan. DKPP 
sebagai  lembaga  baru  diharapkan  lebih  banyak  melakukan  sosialisasi. Diperlukan  revisi  aturan  terkait  dengan  tugas  dan 
kewenangan  DKPP  dan  TPD agar lebih terdesentralisir.
